
Mengingat:

Menimbang: a. bahwa Pernerintah Kola mernppnyai kewenangan mcngatur
urusan pernerintahan di billiang Perhubungan sesuar
ketentuan peraturan pcrundangsundangan yang berlaku;

b. bahwa pertumbuhan jumlah kendaraan tidak sebanding
dengan jurnlah lohan/lokesi patlkiI', di sarnping itu parkir di
tepi jalan (Ort stree~ sudah mengganggu dan mcnjadi
hambatan sam ping lalu Iintas sehingga dengan mernberikan
pcrnbebanan tarif progresif diharapkan mengurangi jumlah
pengguna jasa pankir dl tepi jalan dan dapat mengurangi
kemacetan;

c. bahwa berdasarkanketcntuan Pasal 10 ayat (6) Pcraturan
Daerah KOla Palernbang Nom~r 14 Tabun 2011 ten tang
Pcnyclcnggaraan Transportael, penyelenggaraan manajemen
parkir dapat juga dilakukan s.~cara Progresif (berdasarkan
lamanya waktu Parkir);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan serbagaimana dimaksud
dalam huruf a, hUNI b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Walikota. tentang Pe yelenggaraan Parkir dengan
8islem PI'OgrCSll;

1. Undang-Undang Nomor 28 'Pahun 1959 tcntang Pembentukan
Pemerintah Daerah Ttngkat 11 dan Kotapraja di Sumatera
Selatan [Lernbaran Negara repiI;lblik Indonesia Tahun 1959
NOJ'ilor73, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan .Jalan [Lernbaraa Negara Republlk Indonesia
Tabun 1992 Nomor 49, Tambal 1\11 Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Nomor 3480);

3. Undang-Undang Nornor 23 Tah\11l1 2014 tentang Pernerintahan
Dacrah [Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 244,
Tarnbahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587)
scbagaimana telah dlubab b<,.}i>erapakali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Taqtln 2015 tentang Perubahan
Kcdua Atas Undang-Undang Npmor 23 Tahun 2014 tcntang
Pemerintahan Daerah (Lcmbarrin Negara Repllblik Indonesia
Tahun 20t5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Nega.raRepublik
Indonesia Nornor 5679);
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Penyelenggara Parkir dcngan sistem progreaif waj~b:
a. mcmiliki [zin Pengelolaan Ternpat Parkir dari )inas Pcrhuoungan dan/atau
surat perjanjiankerja $Qm<lyl'ng telAh di~cPllk!lti;

BAB VI
KEWAJIDAN DAN I:.A.RANCANPENYELlENGGI\RfI.PARKIR

DENGAN SISTEM PROCHESIF

Pasa16

Dalam rangka pengendalian dan pengawasan, SI\"uk Parkir untuk setiap jenis
kendaraan bcrmotor aebagaimana dirnaksud dalhm Pasal 4, wajib memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
a. jurnlahnya harus sesuai dengan yang tcrtera dalam mesin meter cole; dan
b. scbagai bukti manual atas pelaksanaan parka di kawasan tersebut per hari

dan/luAu per bulan.

Pasa15

BABV
PENGESAHAN DAN PENOENDALlAI\! STRUK PARKIR

Tarif Parkir Progrcgsif untuk Kendaraan Bennet r di kawasan parkir khusus
tcrdiri dart:
a kendaraan roda 4 [ernpat], dengan ketentuan:

1. 1 (satul)am portama paling banyak sebcear Rp. 2000.- (dua. ribu rupiah);
2. penambahan tiap 1 (sam) jam berikutnyn paling banyak Rp. 2000,­

(dua ribu rupiah); dan
3. paling banyak acbesar Rp. 10.000 (aepuluh ribu rupiah) untuk

pemakaian sarnpai dcngan jam penurupan a.rca.1kawasan lersebut;
b. kendaraan roda 3 [tiga], dengan kctentuan:

I. .I (satu] jam pertama paling banyak sebesar ~p. 2000,- (dua ribu rupiah);
2. penarnbahan tiap 1 (sam) jam berikutnya paling banyak sebesar

Rp. 2000 (dUB ribu rupiah); dan
3. paling banyak sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan

jam pcnutupan areal kawasan tersebut,
c. kendaraan rode 2 (dua), dengan ketentuan:

I. 1 [satu] jam pertama paling banyak scbesar Rp. lOOO,-(seribu rupiah)
2. penambahan sotlap ·1 [satu) jam beriku nya paling banyak ecbesar

Rp. 1.000 (seribu rupiah}; dan
3. paling banyak sebesar Rp, 5.000,- (lima rillu rupiah) untuk pcmakaian

sampal dcngan jam penutupan areal kawasdn tersebut,

BAB rv
TARI!" PARKJRPROGRIil~JF

Palial4

Karels Parkir mencanturnkan:
a. nllai nominal dasar [awal];
b. Tarif Parkir Progresif;
e. plat kendaraanynomor poLisi;dan
d. jenis kendaraan.

BAB ru
BENTUK KARelS

Pasa.13



Setiap pengguna jasa Parkir di kawasan parkir ebusua yang Lelah ditunjuk
oleh Pemerintah KOla melalui Dinas Perhubunhan, wajib diberiknn Struk
Purkir atau dokurnen lain yang dlpersarnakan.

BAB 11
OBJEK PARKIR

Pasal2

Dalam Peraturanwalikota ini yang dimaksud dcngnn:
1. Pemcriruah Kota adalah Pemerintah Kota Palernbang.
2. Walikota adalah Walikota Palcrnbang.
3. Dinos adalah Dinas Perhubungan I(ota Palcmbang.
4. Badon Hukum adalah sckumpulan orang Unn/atau model rnerupakan

kesatuan, balk yang melalcukan USMa maupun yang tclah melnkukan
usaha yang melipuu pcrseroan terbatas, perseroan kominditer, perseroan
lainnya, badan usaha mUlk negara Atau badan usnha millk daerah dcngan
nama dan dalam bcnluk apapun.

5. Izin Pengelolaan Ternpat Parkir adalah 8Urat persetujuan dori Dinas
Perhubungan Kota Palernbang bcrbcntuk !luI-at tugas pengclolaan parkir
dan/atau suatu pcrjanjion kerja sama dengan pihak keuga untuk
mengelola parkir meter calc.

6. PenyelenggaraParkir dcngan Sistem P(ogresif.adalah pengelolaan parkir di
kawasan parkir khusus yang ditunjuk oloh Dinas Perhubungan Kota
Palombang.

7. Kendaroan Bcrmotor adalah kcndaraan Yf\llg digerakan 010h peralatan
reknis yang berada pada kendaraan itu.

8. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifut
sernentara.

9. Markil Parkir adalah tanda yang menjadi batas parkir kendaraan yang
menujukkan cara parkir.

10. Tarif ParkJr Dengon Sistem Progresif adalah bcsaran biuya yang harus
dibayar atas penggunaan jasa pelayanan parkir bagi kendaraan bermotor
eli kawasan parkir meter.

I I. Struk Parkir adalah bukti pernbayaran atas pemakn.ian tcmpat parkir eli
kawasan tersebut.

12. Ponyidik Pegawai Nogori Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah
Penyidik PcgawaiNegeriSipil di lingkungan Pemerintoh Kota Palembang.

Pasal 1

BAB I
KETENTUANUMUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALlKOTA TEN11ANG PENYELENGGARAAN
PARKlRDENGANSISTEMPROGRFSIF

4. Peraturan Daerah KOla Pelcmbang Nomor 14 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan TranliPortasi (Lembara.n Doerah
Kota PalcmbangNomor 14 SERI e)i



(2)Betiap Pembukaan .....1i...
"

(1) Penyelenggaraan Parkir dengan Sistem Progrr sir di luar badan jalan ~ang
telah ditutup dapar dibuka kernbali setelah penyeleuggara perparkiran
memenuhi kewajiban yang ditetapkan sesuai dengan kerenruan peraturen
perundang-undangan,

Pasalll

(1) Teguran tertulis sebagaimanadlmaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan
oleh Dinas Pcrhubungan.

(2) Teguran tertulis sebagimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan
ketenruan sebagai berlkut:
a. teguran tcrtuUs pertama dengan tenggaMf?waktu selama 3 x 24 jam

sejak saar teguran rcrtulls pertama djter~ oleh yang bersangkutan;
b. apabila surat teguran terrulis pertama tidak dipatuhi maka dikenakan

tcguran tertulis kedua dengan tenggang waktu selama 2 x 24 jam
terhitung sejak teguran tertulis kedua diterima oleh yang
bersangkutan; dan

c. apabila teguran tertulis kedua tidalc 1iparuhi, dikenakan teguran
tertulis kctiga dengan tenggang waklu s;;lama 1 x 24 jam terhitung
sejak teguran terrulis ketlga diterima oleh yang bcrsangkutan.

Pasnl 10

(1)Apabila Penyelenggara Parkir dengan Sistern Progreslf tidak ~ematu~
tcguran tertulis maka dlkonakan tindakan penutupan terhadap rnesm parkir
dan gardu parkir,

(2)Tindakan penutupan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan 01011
PPNS.

(3)Setiap tindakan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat
Berita Acara Penutupan.

PasaJ 9

Pcnyelenggara Parkir dengan Sistem Progresif yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan WaLlkota ini dikenakan sanksi
bcrupa:
a. tcguran tertulis sebanyak 3(Uga) kali;
b. penutupan alat mesin parkir; dan
c. pencabutan izin/ pembatalan perjanjian kerjasnma.

Pasal8

Penyelenggara Parkir dengan Sistem Progresif dilaJang:
a. menetapkan dan atau menalkan tarif progresif yang tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. mernberikan Struk Parkir yang telah cliP. atau digunakan secara

berulang-ulang kepada pengguna jasa Parkir.

Pasal 7

b. mcnyimpan Struk Parkir untuk keperluan pem~riksaan;
c. rnenjaga dan menyirnpan per tanggal dokumen pendapatan penyelenggaraan

Parkir dalam kawasan tersebut;
d. rnembuat laporan pendapatan Parkir setiap bulan sebagai dasar perhitungan

kewajiban yang akan dlsotor; dan
e. mcnyetorkan retribusi Parkir sesuai dengan kewajiban yang tclah di

sepakati,
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Diundangkan di Palernbang
padalanggal II.?\)t!>H"~II- 2015
S8KRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANO

uj~AVAT
'BERJTA DAERAJI KOTA PALEMBANG TA1IUN 2015 NOMOR

HARNOJOYO

di Palernbang
al Ib Qt.Sl",),cr 2015
A PALEMBANO,

Peruturan Walikota ini mulal berlaku pada lw ggal dlundangkan.
Agar ecuap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Pernrurnn WnJikota ini dengan penempal.llnn~a dalam Berita Daerah kota
Palembang.

Putl:11 !4

BAB VlII
KETENTUAN PENUTU

(1) Pembinaun terbadap Pcnyelenggara Parkir dCII8-1nSistem Progresif, meliputi:
a. tcknis pcnyelenggaraan Iaallltas Parkir untu} umum;
b. penyuluhan pcraturan perparkiran; dan
c. teknis pcngaturnn Parkir pada rasilitas Parki untuk umurn.

(2)Pengawasan dan pengendalian tcrhadap Penyelbnggara Parklr dengan Sistcm
Progrcsif, meUpuU:
...... ~n..~\ . ...t::A1ll dan pengendan ...-...... if '!:,; ...j .. p'::'l kir, dan
b. pengawasandan pcngendaJion terbadap pcrubahan rambu, marka parkir,

mesin parkir, tanda masuk parkir dan tanpa porsetujuun Walikota,

BAB vrr
PEMBINMN. PENOAWASAN DAN Pf!;NOENDALIAN

PaMI13

(I) Penyelenggara Parkir dengan Sistem Progrcsif yang lelah dikenakan
penutupnn dan dalam jangka waktu 3 (uga) hnv; sejak dllakukan penutupan
tidak melaksanakan kcwajibannya maka dlkeru kan pcncabuian izin.

(2) Pcnyclcnggara Parkir dcngan Sistem Progrcslf yang telah dicabut izinnya
dilarang mcmungut biaya parkir.

(31 Penveleriggara p"" I-i .. til'nP,l"" sisrem Pl'o:!u::::f ~1·::U:l!.im:madirnnknud p~rI'"
aytlt (I), juga dikenakan sanksi berupa -1;,1.I'anunnuntuk rncndapatkan izin
penyelcnggaraan perpsrklran dalarn jangka wallttll 1 [sutu] rahun.

(2) $cuap pcmbukaan ntas penutupan penyelenggaraan rusilitas parkir dibuat
dalam Berita Acarn Pembukaan setelah penyelcnggara yang bersangkuian
ierlebih dahulu mengujukan perrnohonan.


